Menimbang

Mengingat

Memperhatikan :

PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 10 TAHUN 2014
TENTANG
TUNJANGAN PERUMAHAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
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Now
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14.

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kinerja
Pimpinan dan Anggota DPRD, masing-masing dapat
disediakan rumah jabatan dan rumah dinas;

bahwa dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat
menyediakan rumah jabatan Pimpinan dan rumah dinas
Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan
tunjangan perumahan berupa uang sewa rumah yang
besarnya disesuaikan dengan standar harga yang berlaku;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan dan
Anggota DPRD;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008;

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014,
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun
2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun
2008;

Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 44 Tahun 2011;

Surat Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan Nomor 900/945/
432.200/2013 tanggal 23 Desember 2013 perihal Penerbitan
Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan Pimpinan
dan Anggota DPRD;



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD.

Pasal 1

Besarnya tunjangan perumahan bagi masing-masing

Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan ditetapkan sebagai

berikut :

a. Ketua DPRD sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta
lima ratus ribu rupiah); dan

c. Anggota DPRD sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta
rupiah).

Pasal 2

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati
Pamekasan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Besarnya
Tunjangan Perumahan bagi Wakil Ketua dan Anggota DPRD
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2014.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 11 April 2014

BUPATL PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 17 Aprii 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,
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BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR &



